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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

Mengingat 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 25 TAHUN 2009 

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGIJASA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

TENTANG 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

: a. bahwa untuk ketertiban, kelancaran, keseragaman dan sebagai pedoman dalam 
proses pengadaan barangjasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (PPK-BLUD) di ingkungan Penerintah Kota Lubuklinggau yang 
dananya bersumber dari jasa layanan masyarakat, maka dipandang pertu 
menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barangljasa Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di lingkungan Pemerintah 
Kota Lubuklinggau; 

b. bahwa untuk menetapkan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu 
diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau. 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubukinggau 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Normor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran 
Negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Ündang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubilk 
Indonesia Nomor 4844); 

8.Undang-Undang. 



Menetapkan 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585) 

13, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang 
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum: 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

18. Peraturan Menterń Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di KabupatenKota. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGADAAN BARANGIJASA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 
LUBUKLINGGAU. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Lubuklinggau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau. 
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau. 
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi 

di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

6. Pola Pengelolaan. 



6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah 
pola pengelolaan keuangan yang membeikan fleksibilitas berupa keleluasaan 
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yâng sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada 
batas-batas tertentu yang dapat dikecuatikan dari ketentuan yang berlaku umum. 

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD 
selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

9. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan 
dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenkatur yang 
berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

10. Panitia pengadaan barangjasa adalah tim/unit pada organisasi BLUD atau 
tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara 
khusus untuk melaksanakan pengadaan barangjasa guna kepertuan BLUD. 

11. Pejabat pengadaan barangljasa adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin 
BLUD dan ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan 
barangljasa guna kepertuan BLUD. 

12. Penyedia barangjasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
kegiatan usahannya menyediakan barang/layanan jasa. 

13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan 
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang 
bermutu dan berkesinambungan. 

Pasal 2 

Pelaksanaan pengadaan barangljasa harus dilakukan berdasarkan prinsip efisien. 
efektf, transparan, bersaing, adiltidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis vang 
sehat. 

Pasal 3 

Pelaksanaan pengadaan barangijasa yang dananya bersumber langsung dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku 
bagí pengadaan barangjasa Instansi Pemerintah. 

Pasal 4 

Pelaksanaan pengadaan barangljasa yang dananya bersumber selain dari yang 
tersebut dalam Pasal 3 di atas, dapat dilakukan setbagai berikut: 
1. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

dilakukan dengan Swakelola. 
2. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 

dilakukan dengan Pembelian Langsung. 
3. Pengadaan dengan nilai sampai dengarn Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung. 
4. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar upiah) 

dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung. 

5. Pengadaan. 



5. Pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan 
dengan cara Pelelangan/tender. 

BLUD-SKPD dapat melakukan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barangjasa 
yang bernilai di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila mernenuhi 
kriteria tertentu yang diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP). 

Pasal 5 

Dalam penetapan penyedia barangljasa, panitia pengadaan terlebih dahulų harus 
memperoleh persetujuan tertulis dari: 

Pasal 6 

a. Pemimpin BLUD untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000, 
(ima puluh milyar rupiah); 

b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengadaan yang bemilai 
sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). 

Ketentuan dalam Pasal 4 merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya 
masing-masing BLUD-SKPD harus membuat Standar Operasional dan Prosedur 
(SOP) sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip efisien, 
efektií, transparansi, adi/tidak diskriminatif, akuntablitas, dan praktek bisnis 
yang sehat. 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal l0 sEpTemBeR 2009 

Pasal 7 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Pasal 8 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal, 10 SEPTGmsER 2009 
WALIKOTA LUBUKĻINSGAU 

H. RIDUAN EfENDI & 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2009 NOMOR 25 
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